
 

 

 
 

 
Menimbang   :  a.  bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian 
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara 
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesian 
Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, untuk memberikan 
acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas 
penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar 
pelayanan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala 
Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b  perlu menetapkan Keputusan 
Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Standar Pelayanan 
Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat. 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 
Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun 
Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan 
mengubah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1956 
tentang perubahan Daerah Otonom di Daerah Sumatera 
Bagian Tengah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2755); 
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  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3849) sebagian telah diubah dengan 
undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 3969); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5038) 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan  Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor 215, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5357); 

 
 
 
 



 

 

  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170); 

  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 615) 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 3); 

  18. Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat 
Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 56); 

  19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 
2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan 
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat. 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :   
KESATU : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan 

Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran 
keputusan ini. 

KEDUA : Standar Pelayanan ini meliputi ruang lingkup pelayanan 
administrasi perizinan dan nonperizinan yaitu : 
a. Perizinan Berusaha secara Online Single Submission 

(OSS); dan 
b. Perizinan dan Nonperizinan non Online Single 

Submission. 
KETIGA : Standar Pelayanan Perizinan berusaha sebagaimana 

dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempedomani 
pada ketentuan Standar Pelayanan yang dikeluarkan 
oleh Lembaga OSS, Sebagai berikut :  
1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS melalui 

alamat https://www.oss.go.id/oss/; 



 

 

  2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui 
OSS; 

  3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha 
melalui OSS; 

  4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada 
DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

  5. Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat Melakukan Survey dan/atau Monotoring 
Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (Jika diperlukan); 

  6. DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau 
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS; 

  7. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen 
dari OSS; 

KEEMPAT : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan 
Nonperizinan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan 
ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan 
dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan 
penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

KELIMA : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan 
Nonperizinan juga berlaku untuk penyelengaraan 
perizinan dan nonperizinan secara elektronik.  

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 
pada tanggal, 11 Maret 2019 
 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
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SAFRIAL 


